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ABSTRAK 
Suryaningsih. B111 09 048,  Peran Kepolisian dalam Penyelidikan terhadap Tindak Pidana 
Perikanan di Kabupaten Sinjai. Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan  Muhadar sebagai 
Pembimbing I dan  Dara Indrawati  sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penyelidikan terhadap Tindak 
Pidana Perikanan  di Kabupaten Sinjai dan untuk mengetahui  kendala-kendala Kepolisian 
dalam melakukan penyelidikan terhadap Tindak Pidana Perikanan di Kabupaten Sinjai. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, di kantor SATPOLAIR Sinjai, dan juga 
dilakukan peneliatan di Kantor Pengadilan Negeri Sinjai. Untuk mendapatkan data primer 
dilakukan wawancara dari satu orang pegawai Penyelidik SATPOLAIR serta kepada 
masyarakat nelayan dan pegawai kapal yang bergerak di bidang usaha penangkapan ikan, 
yang dipilih sebanyak empat orang responden. Sedangkan lokasi pengadilan dipilih sebagai 
temapat penelitian hanya untuk mengumpulkan data sekunder (dokumen putusan) yang relevan 
dengan kasus yang diangkat. 
Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa Peran Kepolisian dalam penyelidikan terhadap tindak 
pidana perikanan di Kabupaten Sinjai belum berjalan efektif,  oleh karena dari jumlah data 
kejahatan tindak pidana perikanan yang terjadi (seperti penggunaan bahan peledak, zat 
potasium) banyak yang tidak terjangkau oleh pihak penyelidik. Kendala-kendala Kepolisian 
dalam melakukan penyelidikan terhadap Tindak Pidana Perikanan di Kabupaten  Sinjai adalah 
karena faktor regulasi, sumber daya penegak hukum,  anggaran yang belum memadai, serta 
sarana dan prasarana yang menyebabkan sehingga penyelidikan tindak perikanan tidak 
berjalan  optimal. 
 
 
A. PENDAHULUAN  
Sejak diratifikasinya United Nation Conventio On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 
melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan milenesto perjuangan  Negara RI 
dalam memiliki hak untuk memanfaatkan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di 
zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan 
atau standar Internasional yang berlaku. 
Beberapa perubahan yang terjadi dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dapat 
dicermati. Pertama,  mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah 
mekanisme koordinasi antara instansi penyidikan tindak pidana perikanan, penerapan sanksi 
pidana (penjara atau denda), hukum acara terutama mengenai batas waktu pemeriksaan 
perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan 
penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah 
pengelolaan Negara RI. Kedua, masalah pengelolaan perikanan antara lain ke pelabuhanan 
perikanan dan konservasi, perizinan, dan Kesyahbandaran. Ketiga, mengenai perluasan 
yurisdiksi pengadilan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara RI. 
Masih banyak Undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan hukum dibidang 
perikanan yang tersebar dalam Undang-undang lainnya. Diantaranya,  dapat ditemukan dalam  
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang Nomor 43 
Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi 
Ekslusif Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). 
Begitu kompleksnya pengaturan regulasi dalam hukum perikanan. Sehingga dalam  
perkembangannya telah menjadi bahagian dari kajian hukum lingkungan juga. Ikan  yang 
habitatnya menempati perairan dan lautan. Secara otomatis penangkapan ikan akan 
bersentuhan dengan masalah kelestarian ekosistem dan lingkungan perairan. Apalagi dengan 
semakin santernya isu gerakan lingkungan yang sehat dan bersih, melalui gerakan green 
constitution menyulut tumbuhnya kesadaran dari semua identitas Negara agara turut memberi 
perhatian terhadap pemanfaatan dan kelestarian laut. 
Hal demikian yang menjadi dasar filsufis, sehingga penegakan kedaulatan dan konstitusi  
Negara. Sehingga masalah yang muncul dalam bidang perikanan diperlukan campur tangan 
Negara untuk memberikan pembatasan, perihal cara dan pemanfaatan laut yang 
prolingkungan. Negara melalui Pejabat publik (kerja sama eksekutif, legislatif  dan judikatif: 
Montesqiue) mewujudkan konsep Negara hukum kesejahteraan yang tidak hanya bekerja 
berdasarkan prinsip  invensible hand bagi warga Negara. Akan tetapi Negara turut ambil bagian 
dalam pelayanan kepentingan umum sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945.  
Dari hasil kajian dan riset yang pernah dilakukan kementerian lingkungan hidup 
(menlh.go.id) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 85.707 km2 ekosistem terumbu 
karang yang tersebar di seluruh kepulauan, merupakan 14% terumbu karang dunia, mencakup: 
Fringing Reefs (14.542 km2); barrier reefs (50.223 KM2); oceanic platform reefs (1.402 km2); 
atolls (19.540 km2). Terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya dan hingga saat ini 
masih menjadi pusat tujuan wisatawan manca negara diantaranya terdapat di wilayah perairan 
Bunaken, (Sulawesi Utara); Kep. Taka Bone Rate (Sulawesi Selatan); Teluk Cenderawasih 
(Papua); Kep.Karimun Jawa (Jawa Tengah); Kep.Seribu (DKI Jakarta); Kep.Togian (Sulawesi 
Tengah); Kep. Wakatobi (Sulawesi Tenggara); P. Banda, P. Lucipara, dan P. Lombo (Maluku). 
Namun demikian disebagian besar wilayah, terumbu karang mengalami degradasi dan 
kerusakan akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggungjawab. Kerusakan karang terutama 
disebabkan oleh penambangan karang, peledakan dan penggunaan bahan beracun untuk 
menangkap ikan hias, pencemaran dan sedimentasi berasal dari erosi tanah yang dapat 
ditemukan di hampir semua kepulauan. Berdasarkan persen tutupan karang hidup dilaporkan 
bahwa kondisi terumbu karang di wilayah perairan Indonesia adalah 39% rusak, 34% agak 
rusak, 22% baik dan hanya 5% yang sangat bagus (damang.web.id). 
Berdasarkan lansiran data tersebut di atas, kenyataan di lapangan sudah menunjukan 
bahwa penyebab kerusakan terumbu karang yang akan berdampak sistemik terhadap 
kehidupan dan pertumbuhan biota lainnya seperti dari kerusakan terumbu karang sebagai 







B. Pengertian Dasar 
1. Tindak Pidana 
Moeljatno ( 1987 : 54 ) menerjemahkan istilah straftbaar feit dengan perbuatan pidana, 
menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut. Alasannya karena antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang 
erat, sehingga antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu juga mempunyai 
hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana diantaranya adalah : 
a. Tindak pidana formil 
 Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan 
kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana tersebut telah selesai dengan 
dilakukannya  perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan 
perundang-undangan. 
b. Tindak pidana materil 
 Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan 
pada akibat yang dilarang ( dalam suatu undang-undang ), jadi tindak pidana itu baru 
selesai apabila akibat yang dilarang dari suatu perbuatan itu telah terjadi. 
c. Tindak pidana comisionis 
 Tindak pidana comusionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran 
terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 
d. Tindak pidana ommisionis 
 Tindak pidana ommisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran 
terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 
e. Dolus dan culpa 
 Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan culpa 
adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau karena kealpaan. 
f. Tindak pidana aduan 
 Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan  penuntutan 
apabila ada pengaduan, jadi jika tidak ada pengaduan, maka tindak pidana tersebut 
tidak dapat dituntut. 
Tindak Pidana Perikanan 
Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2004  Jo. Undang-undang 
No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,  perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan 
dengan pengelolaan pemanfaatan sumber  daya ikan dan lingkungannya mulai dari 
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu 
system bisnis perikanan. Yang dimaksud sumber daya ikan disini adalah potensi semua jenis 
ikan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 
2009 tentang Perikanan. 
 
Untuk itu perlu dihindarkan dari pencemaran lingkungan sumber daya ikan, yang 
dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, energy dan/atau komponen 
lain kedalam lingkungan sumber daya ikan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai 
dengan peruntukannya. 
Tahap Penyelidikan dan Penyidikan  
   - Tahap penyelidikan 
Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata 
dasar sidik yang artinya memeriksa, meneliti. Dimalaysia istilah menyelidik dipakai sebagai 
padanan istilah Inggris ”research”  yang di Indonesia dipakai istilah meneliti (penelitian).  Kata 
sidik diberi sisipan el menjadi selidik yang artinya banyak menyelidik. Jadi dengan perkataan 
lain, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. 
Sedangkan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP tentang pengertian Penyelidikan adalah 
sebagai berikut : 
“ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 
undang-undang”.  
Tugas Penyelidikan menurut pasal 1 butir 5 KUHAP dengan  penyelidikan menurut reserse dan 
tugas intelegence militer sangat berbeda. Fungsi penyelidikan menurut reserse adalah 
merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta 
belum menyentuh bidang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
-Tahap penyidikan 
 Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian osporing 
(Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). 
Pengertian Penyidikan menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP adalah : 
“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal  dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. 
 
Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de Pinto, menyidik 
(opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh Pejabat-Pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh 
Undang-Undang segera setelah mereka jalan apapun mendengar kabar yang sekedar 
beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum. 
Bagian-bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah: 
1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik 
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadi tindak pidana 
3. Pemeriksaan ditempat kejadian 
4. Pemanggilan tersangka dan terdakwa 
5. Penahanan sementara  
6. Penggeledahan 
7. Pemeriksaan atau interogasi 
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan ditempat) 
9. Penyitaan 
10. Penyampingan perkara 
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik 
untuk disempurnakan.  
wewenang penyelidik 
 Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) KUHAP wewenang penyelidik 
adalah sebagai berikut : 
- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 
- Mencari keterangan dan barang bukti 
- Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 
tanda pengenal diri 
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab 
Tugas Penyidik POLAIR dalam Tindak Pidana Perikanan 
 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Pasal 2, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 
Dalam melaksanakan fungsinya penyidik POLAIR harus benar-benar mengerti tugas dan 
tanggung jawabnya. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Pasal 73 tentang 
Perikanan, penyidik perikanan secara umum memiliki wewenang yakni : 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana dibidang perikanan. 
2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar 
keterangannya. 
3. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi 
untuk didengar keteranganya. 
4. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan 
dalam ataumenjadi tempat melakukan tindak pidana dibidang perikanan. 
5. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal 
dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana perikanan. 
6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan. 
7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti dibidang perikanan. 
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak 
pidana dibidang perikanan. 
9. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. 
10. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil 
tindak pidana dibidang perikanan. 
11. Melakukan penghentian penyidikan, dan 
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung 
jawabkans. 
 
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73B ayat 2-6, Undang-Undang No.31 
tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 45 Tahun 2009  tentang Perikanan, penyidik 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut 
umum, untuk kepentingan penyidikan penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari, 
jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan 
yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 hari. 
Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak menutup kemungkinan tersangka 
dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan 
pemeriksaan sudah terpenuhi, setelah 30 hari tersebut penyidik harus sudah mengeluarkan 
tersangka dari tahanan demi hukum. 
Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus 
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang 
harus dilengkapi dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas 
penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara pidana tersebut kepada penuntut umum, 
penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 5 hari penuntut umum tidak mengembalikan 
berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada 
pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. 
Tugas dan Kewenangan Pengawas Perikanan  
Dalam ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan: Dalam pasal 5 
Kepdirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 19/DJ-
P2SDKP/2008 dinyatakan bahwa pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib 
pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan di bidang perikanan ayat (1). Pengawas 
perikanan sebagimana dimaksud 
a. Memasuki tempat-tempat yang akan dilakukan pemeriksaan 
b. Meminta dokumen untuk diperiksa  
c. Mengambil contoh ikan atau bahan yang diperlikan untuk pengujian laboratorium  
d. Memeriksa kapal perikanan 
e. Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen kapal pendukung lainnya 
f. Memeriksa alat tangkap dan alat bantu penangkapan 
g. Menyetujui/membongkar muat hasil tangkapan 
h. Menunda keberangkatan kapal perikanan dalam hal tidak terpenuhi persyaratan 
administrasi perizinan dan teknis kelaikan operasional 
i. Menurunkan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan 
j. Menerbitkan surat laik operasi (SLO) kapal perikanan 
k. Merekomendasikan sanksi adminstrasi bagi kapal perikanan yang melakukan 
pelanggaran kepada direktur jenderal 
l. Pengawas perikanan yang berstatus penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan 






Peran Kepolisian dalam penyelidikan terhadap tindak pidana perikanan di Kabupaten Sinjai 
belum berjalan efektif,  oleh karena dari jumlah data kejahatan tindak pidana perikanan yang 
terjadi (seperti penggunaan bahan peledak, zat potasium) banyak yang tidak terjangkau oleh 
pihak penyelidik. Dari data yang diperoleh tahun 2008 sampai dengan data tahun 2009 hanya 
ada enam kasus tindak pidana di bidang perikanan yang pernah diproses oleh penyelidik 
SATPOLRI Kabupaten Sinjai.  Amat jauh berbeda dengan fakta di lapangan tetap semakin 
banyak nelayan dan penangkap ikan illegal, dan  melakukan perusakan biota laut 
Kendala-kendala Kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap Tindak Pidana 
Perikanan di Kabupaten  Sinjai adalah karena regulasi yang terdapat dalam Undang-undang 
Perikanan masih banyak bermakna ganda (multitafsir: lihat Pasal 76 ayat 1 UU perikanan), 
sumber daya penegak hukum dari kalangan Penyelidik SATPOLRI hanya berjumlah  empat 
orang, anggaran yang belum teralokasi untuk penyelidkan tindak pidana perikanan, sarana dan 
prasarana yang belum memadai juga turut mempengaruhi sehingga penyelidikan tindak pidana 
perikanan belum berjalan efektif. 
 
Saran 
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, penulis merumuskan saran yang 
pertama 
perlu adanya peran dari Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan Forum koordinasi 
untuk tingkat penyidikan tindak pidana perikanan di Kabupaten Sinjai. 
Regulasi di bidang perikanan masih perlu pembaharuan terkait dengan tata cara 
penyelidikan mestinya juga sudah dimasukkan sebagai hukum acara khusus dalam Undang-
undang Perikanan  sebagaimana dimasukkanya integrated justice system lainnya (penyidikan, 
penunutan, putusan pengadilan) dalam UU Perikanan. 
Seyogianya pasal tentang penyidik tidak lagi menggunakan terminologi dan/ atau, 
karena hal itu dapat bermakna ganda terhadap penyidik dalam tindak pidana perikanan. Atau 
dengan kata lain semua penyidik (Penyidik POLRI, Penyidik PPNS, Penyidik Angkatan Laut) 
perlu diefektifkan ketiga-tiganya untuk setiap daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang 
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